
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SUU\WESI SEU\TAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG 
NOMOR 5 TAHUN 2018 

TENT ANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PEU\KSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEU\NJA DAERAH KABUPATEN PINRANG 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 
ayat (I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
menyampaikan rancangan Perda ten tang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah 
diperiksa oleh Sadan Pcmeriksa Keuangan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Pcraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pclaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belan;a Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun Anggaran 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang 
Pembentukan Daerah Tingkat JI di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bereih dan Bebws dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndone:sia Nomor 4286) ; 

4, Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tcntang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

J Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 



5. Undang-Undang Nomcr 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Pen.mdang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

JO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagarmana telah diubah beberapa kah teraklur 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tcntang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemermtah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah drubah J dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 



23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambe.hen 
Lcmbaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575); 

14. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnfonnasi Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana lelah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keue.ngan Daerah {Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lcmbaran Negara Repub!ik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah 
(Lembaran Negara RepublLk Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Stander 
Akuntansi Pemerintahan (Lembe.ran Negnra Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Bcrdase.rkan 
Ketetapan Kepala Daerah at.au Dibayar Sendiri o!eh 
Wajib Pajak (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179), 

21. Peraturan Pcmerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daeroh (Lcmbaran Negara Repubilk l Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 



22. Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Kepada Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

23. Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor I Tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakdan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2005 Nomor I), 
scbagaimana telah drubah beberapa kah terakhrr 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Pcrubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor I Tahun 2005 
tcntang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pl.orang Tahun 2015 Nomor 8); 

24. Pcraturan Daerah Kabupaten Plnrang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pcngclolaan Keuangan 
Daerah Kabupatcn Pinrang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pmrang Tahun 2008 Nomor 4); 

25. Peraturnn Daerah Knbupatcn Pinrang Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pcnyertaan Modal Pcmerintah Kabupaten 
Pinrang Kepada Pcrusahaan Air Minum Tirta Sawitto 
(Lembaran Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun 2016 
Nomor 3); 

26. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pcmbentukan Susunan Pcrangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupatcn Pmrang Tahun 
2016 Nomor 6); 

27. Pcratunm Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 9 Tahun 
2017 tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Daerah 
Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2016 tcntang 
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten 
Pin rang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 9). 

Dcngan Pcrsetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG 

dan 

BUPATI PINRANG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PEU\KSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA 
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2017. 

J 



Pasal l 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO bcrupa Laporan Kcuangan 
memuat: 
a. laporan rcalisasi anggaran; 
b. laporan percbahan SAL; 
c. neraca; 
d. laporan opereeronel: 
e. Japoran arus kas; 
f. Japoran perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan kcuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtlampiri dengan 
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah/perusahaan daerah. 

Pasal2 

Laporan rcalisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (I) huruf 
a tahun anggaran 2017 sebagai berikut : 

a. Pcndapatan Rp l.221 185.916.613,48 
b. Bclanja dan Transfer tROPL.!la .202e•c .09""'9<·•'•''>·<663..,, ,90., 

Surplus/ Defisit (Rp 2.913.418.049,52) 

c. Pembiayaan 
I) Penerimaan Pembiayaan Rp 148.702.938.076,36 
2) Pengcluaran Pembia.yaan lB"PL .,>QW ,00,lll 

Pembiayaan Netto Rp 148.702.938.076,36 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
scbagai berikut : 
a. Sclisih anggaran dcngan reeneeet pcndapatan xjumlah 

Rp 2.294.453.940,60, dcngan rincian sebagai berikut: 
I) Anggaran pcndapatan 

sctclah pcrubahan Rp 1.218 891.462.672,88 
2) Rcalisasi Rp I.22Ll85.916.613,48 

b. Sclisih anggaran dcngan rcalisasi belanja dan transfer xjumlah 
Rp {143.309.568.402,85) dcngan rincian scbagai berikut: 
l) Anggaran belanja 

setclah pcrubahan Rp 1.367.408.903.065,85 
2) Rcalisasi Rp 1.224.099.334.663,00 

c. Sclisih anggaran dcngan rcalisasi surplus/dcfisit scjumlah 
Rp 145.604.022.343,45 dcngan rincian sebagai berikut: 
I) Surplus/defis1t 

setclah pcrubahan Rp (148.517.440.392,97) 
2) Realisasi Rp (2.913.418.049,52) 

d. Sclisih anggaran dengan reahsaei pcnerimaan pcmbiayaan scjumlah 
Rp (185.497.683,39) dcngan rincian scbagai berikut: 
I) Anggaran pcncrimaan pcmbiayaan 

setelah perubahan Rp 148 517.440.392,97 
2) Rcalisasi Rp 148 702.938.076,36 

c. Sclisih anggaran dengan realisasi pcngcluaran pcmbiayaan xjumlah 
(Rp 0,00) dcngan rincian sebagai bcnkut: J I) Anggaran pcngeluaran pcmbiayaan 

setclah pcrubahan Rp 0,00 
2) Rcalisasi Rp 0,00 



f. Selisih anggaran dengan realisasi pembteyaan netto scjumlah 
Rp (320.518.306,00), dengan rincian scbe.gai berikut: 
I) Anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan Rp 148.517.440.392,97 
2) Realisasi Rp 148.702.938.076,36 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SALj sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal I ayat (I) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awai Rp 14§:.::i ! 7.44Q.;}:92,97 
b. Penggunaan SAL scbagai Penerimaan- 

Pembiayaan Tahun Berja1an •• 14§:, 7Qi,2J§.Q7fi:,Jfi: 
Sub Total (Rp 185.497.683,39) ,. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan- 

Anggaran (SiLPA/SiKPA) •• 145. 789.520.026,84 
Sub Total BR l 4�,604 ,Q2:2:,J4J, 4;:i 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan 
Tahun Sebelumnya 

Saldo Anggaran Lebth Anggaran 

Pasal 5 

Rp 185.497.6§:7,00 
Rp 145.789.520.026,84 

Neraca sebagasmana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf c per 31 Desember 
Tahun 2017 scbagai berikut: 
a. Jumlah asct 
b. Jumlah kewajiban 
c. Jumlah ekuuae dana 

Pas.al 6 

Laporan Operasional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayal (1) huruf d per 
31 DcsemberTahun 2017 scbagai bcrilrut: 
a. Jumlah Pendapatan Rp 
b. Jumlah Beban Operasi Rp 
c. Jumlah Surplus (defisit) dari Operae Rp 
d. Pos Luar Biasa Rp 
c. Surplus (defisit)-LO Rp 

Pasal 7 

Laporan arus kas scbagaimana dimaksud da!am Passi I ayat ( I) huruf c untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Descmber Tahun 2017 scbagai berilrut : 
a. Saldo awal kas di BUD dan kas di Bcndahara Pcngeluaran per l Januan 

2017 
Rp 148.944.754.390,36 

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi 
Rp 254.583.366.073,48 

c. Arus kas bersih dari aktivitas invcstasi aset non- keuangan 
Rp (257.496.784.123,00) 

d. Arus kas bersih dari aktivitas pcndanaan/pcmbiayaan 
Rp (145.305.185,00) 

e. Arus kas dari aktivitas transitoris/non enggaran 
Rp 10.956.660,00 

Rp 2.906.794.017.444,22 
Rp 30.505.523.512,4 I 
Rp 2.876.288.493.931,81 

l.222.599.108.450,08 
1.212.343.907. 709,27 

10.255.200. 740,81 
I 139.250.000,00) 

9.841.809.021,1 l 

J 



r. Saldo akhir kas di BUD dan kas di Bendahara Penge\uaran per 31 
Desember 2017 
Rp 145.896.987.815,84 

g. Saldo akhir kas Bcndahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2017 
Rp 0,00 

h. Saldo akhir leas bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2017 
Rp 0,00 

i. Saldo akhir kas bendahara BLUO Per 31 Oesember 2017 
Rp 0,00 

J. Saldo akhir kas di Kas Lamnya Per 31 Desember 2017 
Rp 0,00 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dunaksud dalam Pasal 1 ayat (I) 
huruff per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut: 
a. EkuitasAwal Tahun 2017 Rp 2.491.215.195.072,43 
b. Surplus / Oefisit- LO Rp 9.841.809.021, l l 
c. Dampak komulatif perubahan· 

kebiJakan/kesalahan mendasar 
e. Ekwtas Akhir Tahun 2017 

Pasal9 

Catalan alas l.aporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) 
huruf g tahun anggaran 2017 memuat infonnasi baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

Rp 375.231.489.83§,27 
Rp 2.876.288493.931,81 

a. Lampiran I 
Lampiran I. I 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

Lampiran II 
Lampiran Ill 
Lampiran IV 
Lampiran V 
Lampiran VI 
Lampiran VII 
Lampiran VIU 
Lampiran IX 
Lampiran X 

Lamprran Xl 

Laporan realisasi anggaran 
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 
pemenntahan daerah, organisasi, pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan; 
Rekapitulasi laporan realisasi anggaran be\anja 
daerah menurut urnsan pemerintahan daerah, 
organisasi, program dan kegiatan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah dan Iungst dalam kerangka pengelolaan 
keuangan negara; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
Laporan Operasional 
Laporan Perubahan Ekuitas 
Nero.ca 
Laporan Arus Kas 
Catalan Atas Laporan Keuangan 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah 
Daftar Rekapitulasi Piutang Tidak Tertagih 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan 
Dana Bergulir J Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 



l..ampiran Xll 

Lampiran XIII 
Lampiran XIV 
l..ampiran XV 
Lampiran XVI 
temprran XVII 
Lampiran XVIII 
l..ampiran XIX 

Lampiran XX 

Daftar Rekapitulasi Rcalisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah 
Daftar Rckapitulasi Aset Tetap 
Oaftar Rekapitu!asi Konetrukei Oalam Pekcrjaan 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya 
Daftar Dana Cadangan Daerah 
Oaftar Kewajiban Jangka Pendek 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang 
Daftar Kegiat.an-kcgiatan Yang Bclum Diselesaikan 
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali 
Dalam Tahun Anggaran Bnkutnya 
lkhtisar L.aporan Keuangan Sadan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Oaerah 

,_ 

Pasal 11 
l..ampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 
tcrdiri dari : 
a. Japoran kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Dacrah Ini; dan 
b. lkhtrsar Japoran keuangan badan usaha milik dacrah/pemsahaan daerah 

tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini. 

Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pcnjabaran pertanggungjawabe.n 
pelaksanaan Anggaran Pendapat.an dan Bclanja Dacrah sebagai rincian lcbih 
Janjut dari pertanggungjawaban pe!aksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah. 

Pasal 13 

Peraturan Daerah inl mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahurnya. memcrintahkan pengundangan Peraturan 
Dacrah iru dcngan penempatannya dalam Lembaran Oacrah Kabupo.ten 
Pinrang. 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggal 
F'.j. KRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG 

JSI..AMUDDJN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN P!NRANG TAHUN 2018 NOMOR: 5 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG ; 
PROVINS! SUU..WESI SELATAN : B.HK.HAM.5.072.18 
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